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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 337 /KUM/2024

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2024 - 2028

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk memberikan
legalitas penanggulangan bencana yang efektif
dan efisien sesuai hasil identifikasi, dan
analisis  kajian risiko bencana, maka
dipandang perlu menetapkan Kajian Risiko
Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2024-2028;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat IT Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambszhan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi
Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan
Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan
Bencana;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101
Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal  Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1096);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor
01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2028.

Menetapkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten
Tapin Tahun 2024-2028, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dijadikan Pedoman dalam
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin

oleh Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait
lainnya.



KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal—#<
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik
Indonesia di Jakarta;

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;

Komandan Kodim 1010/Tapin di Rantau;

Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tapin di Rantau.



